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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيفََْ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a َ ا 

 
kasrah 

 

i i ِا 

 
d}ammah 

 

u u َ ا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

 ...َََاَ|َ...َََى

 

d}ammah dan wau 

 

وـ َ  

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

وْتَ   yamu>tu : يمَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةَ َالأطَْفاَلَِ

الَْفاَضِلةَ ُ   الَْمَدِيْنةَََ   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   الَْحِكْمَة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبَّنا

ََ يْنا  <najjaina : نجََّ
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ُ   الَْحَقَ   : al-h}aqq 

مََ  nu“ima : ن ع ِ

 aduwwun‘ : عَد وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

لزَْلةَ ُ   الَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفلَْسَفةَ  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلادَ َ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

وْنََ ر   ta’muru>na : تأَمْ 

 ‘al-nau : الَنَّوْع َ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ مِرْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ    billa>h باِللَِ  di>nulla>h دِيْن 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفيَِْرَحْمَةَِاللهَِه َ     hum fi> rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

St Aisya Ramadana. 14.2100.045. Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan 
Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974) (Dibimbing oleh 
Rahmawati dan Hj.Saidah). 
 
 Penelitian ini menjelaskan tentang peran ganda hakim perempuan di 
Pengadilan Agama Parepare yang mempunyai dua tanggung jawab yaitu dibidang 
domestik dan juga publik, banyaknya perempuan yang bekerja di zaman sekarang ini 
maka tidak menutup kemungkinan hak dan kewajibannya sebagai isteri diabaikan 
karena mereka lebih mengutamakan karir dibanding pribadinya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban 
perempuan menurut UU RI No.1 Tahun 1974 serta mengetahui peran ganda hakim 
perempuan di Pengadilan Agama Parepare. 
 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah peran ganda 
hakim perempuan serta mengetahui pandangan hakim perempuan tentang hak dan 
kewajibannya sebagai isteri. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 
normatif, yuridis, dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah 
sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan 
dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif dan 
deduktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pandangan hakim Perempuan tentang 
hak dan kewajiban menurut Pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974, telah  sensitif gender  
karenanya pelaksanaan hak dan kewajiban hakim perempuan menimbulkan pro 
(90%) dan kontra(10%). Pendapat yang pro mengatakan bahwa adanya aturan tentang 
UU Perkawinan menyadarkan akan pentingnya hak dan kewajiban bagi perempuan 
karir, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan tugasnya sebagai ibu rumah 
tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang hakim perempuan di Pengadilan 
Agama Parepare dapat menyeimbangkan antara urusan kantor dengan urusan rumah 
tangga. Sedangkan, pendapat yang kontra mengatakan bahwa hak dan kewajiban 
menurut UU Perkawinan tersebut dapat di negosiasikan dan diselaraskan antara 
keduanya, karena selama tidak ada keadaan yang darurat seperti kematian dan sakit 
keras, maka urusan kantor lebih diutamakan. (2) Peran ganda hakim Perempuan 
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Parepare, ialah dalam 
menyelesaikan kedua peran sebagai perempuan karir dan ibu rumah tangga seorang 
hakim menerapkan cara pembagian waktu dengan cermat dalam kehidupan sehari-
harinya apalagi dibantu dengan asisten rumah tangga dan pengasuh anak, menurutnya 
tugas-tugas domestik isteri seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan 
makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai tugas kerja produktif, 
tugasnya sebagai wanita karir lebih penting selama keluarga tidak terbengkalai. 
 
Peran ganda perempuan diharapkan agar seorang perempuan karir tidak mengabaikan 
tanggung jawabnya dibidang domestik maupun publik. 
 
Kata kunci : Peran Ganda, Hakim Perempuan, UU Perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan perempuan menjadi persoalan yang penting dan serius 

sehingga tidak henti-hentinya dibicarakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. 

Perbincangan itu tidak hanya dilakukan di kalangan perempuan itu saja tetapi juga 

menjadi perbincangan di kalangan laki-laki. Hal ini banyak pemimpin perempuan 

dalam segala bidang termasuk menjadi hakim. 

 Kaidah Islam mengisyaratkan, jika ada tiga orang dalam perjalanan, maka 

harus menunjuk salah satunya sebagai pemimpin, mereka itu adalah yang paling 

bertanggung jawab dan paling sedikit kepentingan terhadap kepemimpinannya. Maka 

kepemimpinan rumah tangga tidak pantas bagi perempuan, kecuali laki-laki, karena 

di antara keduanya laki-laki  yang lebih sedikit kebutuhannya akan perlindungan dan 

lebih banyak ketabahannya, maka di pundaknya diletakkan tanggung jawab 

kepemimpinan dan nafkah.
1
  

Islam memproklamirkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta adanya 

integrasi antara keduanya dalam memerankan fungsinya masing-masing.
2
 Selanjutnya 

ayat tersebut menggambarkan tentang metode yang berguna untuk keluarga dan 

kehidupan rumah tangga. Melihat dari ayat tersebut bahwa kedudukan suami adalah 

pemimpin, wajib melindungi dan member nafkah serta kedudukan istri wajib menjaga 

rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:34: 

                                                             
1
Muhammad Albar, Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 

2000), h. 50. 

2
Huzaemah T.Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer (Cet. II; Jakarta: AMP Press, 2016) h. 

137. 
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  ََ َََ  ََ  َ َ َ َ ََ

  ََ  َ  َ  َ َََََ  ََ

 َ  َ    ََ  َ   ََ َ  ََ

 َ  َ  َََ َ َ  َ  َََ 

Terjemahnya: 
“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan 
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. 
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu 
beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah 
ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, 
maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, 
Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

3
 

Adapun mengenai hadis yang menyatakan bahwa perempuan kurang cerdas 

dibandingkan dari laki-laki, begitu juga dalam sikap keberagamannya. Hadits ini 

berkaitan dengan suatu peristiwa, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, al-Nasai, dan 

al-Tirmidzi melalui Abu Bakrah : 

ة قا ل :َلقدَن ف ع نيَِاللهَِحَ  َب كْر  س نَِع نَْا ئبيِ  َع نَِالح  ت ن اع وْف  دَّ يْث مَِح  َاله  َبْن  اَن  ث ن اع ثمْ  دَّ

ةَ  ابَِ بكِ لِم  َبِئ اَلص ح  ق  َا نَْا لْح  اكِدْث  ل َب عْد م  م  س ول َاللهَِصَمَا يَّاَم َالج  امِنَْر  س مِعْت ه 

ل ك واَع ل يهِمَْ َق دْم  نَْا هْل َف ارِس  س ول َاللهَِصَمَاَ  َر  اب ل غ  ع ه مَْق ال :َل مَّ لَِف ق اتل َم  م  الج 

َق َ ئَق ال :َل نَْي فْلِح  َكِسْر  اة َبِنْت  ه مَْامِْر  ل وْاا مْر  وْمٌو    

Artinya:  

“Telah berkata kepada kami Utsman bin al-Haitsan, telah berkata kepada kami 
‘Auf dari hasan dari Abi Bakrah berkata : Allah telah memberikan manfaat 
dengan suatu kalimat yang telah kami dengar dari Rasulullah saw. Pada hari 
perang jamal ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya 
penduduk Persia telah diperintahkan oleh  Binti Kisrah (seorang perempuan),  
lalu beliau bersabda: sesuatu kaum tidak akan mendapatkan kemenangan 
kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.  

                                                             
3
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran,2013), h.84. 
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Menurut Suyuthi dalam kitabnya Jam’ul Jawami’ hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad, Bukha>ri>, Tirmizi>,  dan Nasa>’i dari Abu Bakrah.

4
 

Pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap  teks keagamaan sudah ada di 

zaman Nabi saw. Hadis ini pun demikian memberikan pemahaman secara tekstual 

mengaitkan dengan konteksnya yakni diucapkan Nabi ketika putri Kaisar 

menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Dengan demikian ia hanya 

berlaku untuk kasus tersebut bukan bagi kasus yang lain. Sedang yang memahaminya 

secara tekstual mengamati bahwa redaksi hadis tersebut bersifat umum, sehingga 

walaupun ia diucapkan dalam konteks tertentu, namun karena redaksinya bersifat 

umum, maka ia berlaku juga untuk yang selain mereka dalam hal kekuasaan 

tertinggi.
5
 

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, 

memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi 

di kemudian hari. Tugas hakim adalah luhur dan mulia, namun tugas tersebut berat 

karena hakim sebagai manusia biasa penuh dengan kekurangan, namun hakim telah 

diberi hak istimewa oleh negara untuk menentukan hubungan hukum yang harus 

berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa. 

 Kekuasaan yang demikian besar yang diberikan kepada hakim harus 

diimbangi dengan sikap yang penuh rasa tanggung jawab dan hakim harus sanggup 

mempertanggung jawabkan putusannya kepada hati nuraninya sendiri, kepada negara 

dan masyarakat serta kepada Tuhan yang Maha Esa.
6
 

                                                             
4
Imam Abu Abdillah Muhammad Abu Ismail bin Ibrahim bin al-Muqirah bin bardabah al-

Bukhari al-Ja’fa, S}ah}ih} Bukha>ri  Juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h.160. 

5
Said Agil al-Munawar, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Cet. I; Jakarta: JPPR, 

Tanpa tahun), h.18. 

6
Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata  (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 28. 
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Sistem hukum Indonesia juga semakin mengadopsi keterlibatan perempuan. 

Salah satunya dalam bidang hukum, saat ini semakin banyak jabatan hakim dijalani 

oleh perempuan. Parepare merupakan salah satu wilayah yang berada di Sulawesi 

Selatan yang dimana terdapat hakim dan ketua Pengadilan Agama yang dijalani oleh 

seorang perempuan. Kedudukan perempuan sebagai hakim dan ketua Pengadilan 

Agama dengan syarat berkompeten di bidangnya.  

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila melihat kenyataan yang ada dan 

berlaku ini, perempuan telah disejajarkan dengan laki-laki dalam hal eksistensinya 

sebagai hakim di Pengadilan Agama. Selanjutnya apabila jika seorang hakim tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan sibuk dengan 

pekerjaannya. Kenyataan seperti itu seorang perempuan sebagai hakim tidak dapat 

dihindari posisinya sebagai ibu rumah tangga dilihat dari segi pekerjaan yang 

ditekuni, sehingga secara tidak langsung telah menuntut mereka untuk merubah 

penampilan dari yang semestinya, menyita waktu hanya untuk karir yang akhirnya 

mengakibatkan sejumlah ibu rumah tangga yang berkarir harus meninggalkan 

keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Gambaran seperti ini banyak kita 

jumpai, bahkan hampiri di setiap daerah, utamanya dalam perkotaan termasuk di 

Pengadilan Agama Parepare. Sebagian perempuan ini menganggap bahwa semua itu 

merupakan hal yang wajar dan lumrah apalagi dimasa sekarang ini yang disesuaikan 

dengan corak, warna kehidupan untuk mengikuti perkembangan zaman. 

Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi di dunia publik, seperti halnya 

laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi membantu isteri 

di ranah domestik. Tujuannya adalah tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang 

dan adil, termasuk pemenuhan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hal 
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tersebut diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

mempertegas hak dan kewajiban suami istri.  Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kewajiban Istri : 

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah 

tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh 

diabaikan oleh seorang istri. 

b. Hak Istri : 

Hak istri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah memenuhi 

kewajibannya, maka istri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam 

pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak istri yaitu:  

a. Mendapatkan perlindungan dari suaminya. 

b. Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuan suaminya. 

c. Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.
7
 

Adapun kaitannya dengan seorang wanita yang profesinya sebagai hakim 

peradilan agama, yang mana hakim tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk 

menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan para 

hakim ini memiliki beban yang lebih berat yang harus dijalani. Di satu sisi ia harus 

bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, disisi lain ia juga harus 

bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai hakim Peradilan Agama.  

 Berdasarkan realitas tersebut, permasalahan yang muncul apabila hakim 

tersebut mengalami mutasi. Jika, ia mengalami hal tersebut kewajibannya sebagai 

                                                             
7
Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Perspektif Hukum Islam”, h.21. 
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seorang istri akan gugur. Terlebih jika suaminya juga bekerja ditempat yang berbeda 

dengan istrinya.  

 Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, tampak bahwa dalam lingkup 

Pengadilan Agama Parepare terdapat banyak hakim perempuan yang sebagian besar 

diantara mereka telah berkeluarga dan telah memiliki anak. Persoalan tersebut 

membuat penyusun terdorong untuk meneliti dan mengkaji tentang peran ganda 

hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan adalah 

bagaimana Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan  Agama Parepare dengan 

sub pokok masalah, sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban 

perempuan menurut Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974? 

1.2.2. Bagaimana peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Pengadilan Agama Parepare?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1.3.1.  Mengetahui bagaimana pandangan hakim perempuan tentang hak dan 

kewajiban perempuan menurut Pasal 34 UU RI.No 1 Tahun 1974. 

1.3.2. Mengetahui peran ganda hakim perempuan sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Pengadilan Agama Parepare. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terutama dalam memahami bagaimana tanggung jawab seorang ibu sebagai hakim 
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dan ibu rumah tangga, serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan 

penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi 

mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai Peran ganda hakim 

perempuan di Pengadilan Agama Parepare. 

1.4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, 

diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami 

Peran ganda hakim perempuan yang dimana tanggung jawabnya ada dua yaitu 

tugasnya sebagai hakim dan ibu rumah tangga, Sehingga tidak berdampak pada 

rusaknya tatanan sosial budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang peran ganda hakim perempuan sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti lain diantaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh  Hj. Saidah, yang berjudul “ Posisi Perempuan 

dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam”.
8
 Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai istri (ibu rumah 

tangga) dalam UU  RI  No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mendudukkan 

perempuan pada posisi diskriminatif, atau dengan kata lain bahwa hukum perkawinan 

sampai saat ini masih mendudukkan perempuan pada posisi yang termarginalkan. 

Khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-

istri. Pada pasal ini bertentangan dengan konsep al-Qur’an yang bermuatan moral, 

egaliter dan universal. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-

sama mengkaji tentang kedudukan perempuan dalam perkawinan. Namun, setelah 

diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat pada penelitian Hj. Saidah lebih 

fokus posisi perempuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Sedangkan, studi ini lebih fokus pada posisi perempuan yang berperan 

sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai hakim di Pengadilan Agama Parepare.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, 

dalam skripsi yang berjudul “Kedudukan Perempuan sebagai Hakim Pengadilan 

                                                             
8
Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Perspektif Hukum Islam” (Disertasi Program Pascasarjana bidang Syari’ah dan Hukum Islam UIN 

ALAUDDIN Makassar, tahun 2015). 
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Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta”.
9
 Hasil 

penilitiannya menunjukkan bahwa : Kedudukan perempuan sebagai hakim di 

Pengadilan Agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta tidak ada larangan 

atau diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-

undang dan memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi dibidangnya, Faktor 

penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim Pengadilan Agama 

terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kondisi 

perempuan saat hamil dan menstruasi merupakan proses psikologi yang berat saat 

memikul tugas sebagai hakim Pengadilan Agama. Faktor eksternal meliputi adanya 

pandangan masyarakat yang memiliki paham patrial culture dan berfikir konservatif 

bahwa pemimpin berada di tangan laki-laki, serta pemahaman agama (perbedaan 

penafsiran) menjadikan sulit dalam bekerja sama di wilayah kerjanya. Aspek 

persamaan yang dikaji dalam penelitian yaitu memahami tentang hakim perempuan 

di pengadilan agama. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan dari penelitian Rumita 

Kusumaningrum Wahyuning Tyas yaitu mengkaji kedudukan perempuan sebagai 

hakim di pengadilan agama dan faktor penghambat perempuan menduduki 

jabatannya sebagai hakim Pengadilan Agama. Sedangkan, studi ini lebih fokus 

terhadap peran ganda seorang hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin dalam skripsi, yang berjudul “ 

Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi 

                                                             
9
Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, “Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim 

Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta” (Skripsi Sarjana 

Bidang Syari’ah & Hukum Islam Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2016). 
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terhadap keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul)”.
10

 Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa profesi hakim yang mana kesehariannya 

menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan justru 

membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya pelajaran 

berharga dari permasalahan-permasalahan yang mereka selesaikan dari pihak yang 

berperkara seputar rumah tangga mereka. Penelitian ini ada perbedaan dari studi 

penulis, penelitian Anwaruddin mengkaji pembentukan keluarga sakinah dalam 

keluarga wanita karir yang berprofesi sebagai hakim peradilan agama. Sedangkan, 

studi ini lebih fokus mengenai peran ganda hakim perempuan dan analisis kedudukan 

perempuan dalam Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974.  

2.2 Tinjauan Teoretis 

2.2.1 Teori Mas}lah{ah{/Maqa>s}id al-Syari>’ah 

 Dari segi bahasa mas}lah{ah adalah seperti lafaz} al-manfa’at, baik artinya 

maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat mas}dar  yang sama dengan 

artinya as-s}alah, seperti halnya lafaz} al-manfa’at sama seperti artinya dengan al-

naf’u. Manfaat yang dimaksud pembuatan hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara 

pencipta dan makhluknya.
11

 

 Di dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan 

mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana firman Allah swt dalam 

al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut: 

                                                             
10

Anwaruddin, “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir 

(Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)”, (Skripsi Sarjana Jurusan 

Ahwal Al-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Suna n Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014). 

11
Rachmat Safe’I, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117. 
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  َ   َ َ    َ   ََ َ  َََ ََ   َ

 َ ََََ  َََ َ  َََ َ َ َََ َ

َ   َ َ  َ   ََ  َ َ َ َ   َ َ َ

 ََََ 

Terjemahnya: 

 “Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang 
menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang 
mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula 
Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang 
dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.”

12
  

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk 

kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam 

menanggapi masalah menta’lilkan hukum dengan mahlahah walaupun mereka 

mengakui bahwa hukum Islam mengandung mas{lah{at mempunyai tiga pendapat: 

2.2.1.1 Pendapat pertama: 

 Bahwa hukum syara’ tidak boleh dita’lilkan dengan mas}lah{ah. Jelasnya 

mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung Mas}lah{ah. 

2.2.1.2 Pendapat kedua: 

 Mas}lah{ah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi 

hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu 

hukum itu. 

2.2.1.3 Pendapat ketiga: 

 Segala hukum Allah dita’lilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji 

sedemikian dan karena Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, 

menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan. 
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran,2013),h.110. 
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 Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam 

praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara’ adalah 

wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung 

kemaslahatan.  

 Secara bahasa maqa>s}id al-Syari>’ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan 

al-syari’ah. Maqa>s}id  bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau 

kesengajaan. Al-syari’ah diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Sedangkan, 

syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat 

manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar 

hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. 

 Jadi, dari definisi diatas disimpulkan bahwa maqa>s}id al-Syari>’ah adalah 

tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Maqa>s}id al-

Syari>’ah  memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Pengkategorian maqa>s}id 

tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi mas}lah{ah bagi kehidupan 

makhluk. Jika suatu bentuk mas}lah{ah memiliki fungsi yang sangat besar bagi 

makhluk, yang mana jika bentuk mas}lah{ah{ tersebut tidak terpenuhi maka 

kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (lam tajri mas}a>lih{ al-dunya 

‘ala> istiqa>mah) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan 

ambruknya tatanan sosial (ikhtila>l al-nida>m fi al-‘ummah) dan kemaslahatan di 

akhirat yakni kemaslahatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut 

masuk dalam kategori maqa>s}id d}aruriyyah. 

 Maqashid dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (din), jiwa 

(nafs), akal (‘aql), keturunan (nasab), dan harta (ma>l). 

2.2.1.1 Memelihara agama (hifz}u al-di>n) 
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 Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat:
13

 

2.2.1.1.1 Memelihara agama dalam tingkat d}aru>riyyah, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, 

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka 

akan terancamlah eksistensi agama; 

2.2.1.1.2  Memelihara agama dalam peringkat h}a>jiyyah, yaitu melaksanakan 

ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat 

jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini 

tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan 

hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya. 

2.2.1.1.3  Memelihara agama dalam tingkat tah}si>niyyah, yaitu mengikuti petunjuk 

agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi 

pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, 

pakaian, dan tempat. 

2.2.1.2 Memelihara jiwa (hifz}u al-nafs) 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga 

peringkat;
14

 

2.2.1.2.1 Memelihara jiwa dalam tingkat d}aru>riyyah, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 

2.2.1.2.2 Memelihara jiwa dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti dibolehkannya berburu 

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan 

                                                             
13

Khairul Uman, Ushul Fiqih II (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128. 
14

A. Achyar Aminuddin, Ushul Fiqih II (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120. 



14 
 

 

maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya 

mempersulit hidupnya. 

2.2.1.2.3 Memelihara jiwa dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti ditetapkan tata cara 

makan dan minum. 

2.2.1.3 Memelihara akal (hifz}u al-‘aql) 

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat; 

2.2.1.3.1 Memelihara akal dalam tingkat d}aru>riyyah, seperti diharamkan meminum 

minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal. 

2.2.1.3.2 Memelihara akal dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti dianjurkan menuntut ilmu 

pengetahuan. 

2.2.1.3.3 Memelihara akal dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti menghindarkan diri dari 

menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. 

2.2.1.4 Memelihara keturunan (hifz}u al-nasl) 

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga 

peringkat; 

2.2.1.4.1 Memelihara keturunan dalam tingkat d}aru>riyyah, seperti disyariatkan nikah 

dan dilarang berzina. 

2.2.1.4.2 Memelihara keturunan dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah. 

2.2.1.4.3 Memelihara keturunan dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti disyariatkannya 

khitbah dan walimah dalam perkawinan. 

2.2.1.5 Memelihara harta (hifz}u al-ma>l) 

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat; 
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2.2.1.5.1 Memelihara harta dalam tingkat d}aru>riyyah, seperti syariat tentang tata cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak 

sah. 

2.2.1.5.2 Memelihara harta dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti tentang jual beli salam. 

2.2.1.5.3 Memelihara harta dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti ketentuan 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. 

Metode istinbat seperti qiyas, istih{sa>n, dan mas}lah{ah al-mursalah adalah 

metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqa>s}id al-

Syari>’ah. Qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan 

maqashid al-sya’riahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai 

contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa 

maqa>s}id al-Syari>’ah diharamkannya khamar karena sifat memabukkannya yang 

merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari diharamkannya 

khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri adalah salah satu 

contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas 

bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. 

Kajian tentang maqa>s}id memang banyak mendapatkan perhatian yang serius. 

Saat ini lebih jauh dari itu, maqa>s}id al-Syari>’ah memahaminya secara sempurna dan 

mampu beristinbat dari pemahamannya itu. Sebagaimana yang disebutkan Syaitbi 

dalam muwafaqatnya adalah syarat mutlak untuk mencapai tingkat ijtihad. 

2.2.2 Teori Gender 

 Persoalan jender menyangkut peran, fungsi, dan relasi antara kedua jenis 

kelamin, laki-laki dan perempuan baik kehidupan ranah domestik maupun publik. 

Dalam kaitan ini, menurut Weisberg sebagaimana yang ditulis Sulistyowat Irianto 
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bahwa pendekatan hukum berperspektif gender secara garis besar mempunyai dua 

komponen utama. Pertama, eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap 

hukum dan gender. Kedua, penerapan analisis dan perspektif perempuan terhadap 

lapangan hukum yang konkrit seperti keluarga, tempat kerja, kesehatan, reproduksi 

dan sebagainya.
15

  

 Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dibahas 

di dalam berbagai teori, yang secara umum dapat diklasifikasikan kepada dua 

kelompok.  

 Pertama, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan ditentukan oleh faktor biologis, atau biasa disebut teori nature. Anatomi 

biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor 

utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki-laki memerankan 

peran-peran utama di dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih 

potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ dan fungsi reproduksi perempuan 

dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, 

sementara laki-laki tidak mempunyai fungsi reproduksi tersebut. Perbedaan tersebut 

melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 

Laki-laki bertugas mengurusi urusan-urusan luar rumah dan perempuan bertugas 

mengurusi urusan dalam rumah, yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (hunter) 

dan peramu (gatherer) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor 

domestik dalam masyarakat modern. Pendapat ini antara lain didukung oleh teori 

                                                             
15

Sulistyowat Irianto, Pendekatan Hukum Perspektif Perempuan dalam T.O. Ihromi, et al, 

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Bandung: Alumni, 2000), h.95. 
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fungsionalisme struktural, teori sosio-biologis, teori psikoanalitis, dan kecenderungan 

masyarakat kapitalis.  

 Kedua, teori yang mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan 

perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya, atau biasa disebut dengan teori 

nurture. Teori ini berkesimpulan bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan 

dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya 

dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Teori ini menilai kurang bijaksana 

mendasarkan perbedaan peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Selain merujuk 

kepada pendapat para ilmuan yang menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan 

belum tuntas (ingat kembali teori hormone puzzle), pendukung teori ini juga menilai 

tidak sedikit nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sarat dan bias jender 

karena disusun atas landasan structural yang keliru. Banyak nilai-nilai bias jender 

yang terjadi di dalam masyarakat yang dianggap disebabkan oleh faktor biologis 

tetapi sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya, yakni relasi kuasa (power 

relation) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pendapat ini di 

dukung oleh teori konflik, teori feminis, dan kecenderungan masyarakat sosialis.
16

 

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah 

kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan 

indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas 

yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang 

memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam 

proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa 
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Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran (Cet. I; Jakarta: Dian 

Rakyat, 1999), h. 280. 
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kelemahan teori nurture di atas. Lalu beralih ke teori natura. Pendekatan nurture 

dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan 

bermasyarakat. 

Ketidakadilan dan diskriminasi jender merupakan kondisi kesenjangan dan 

ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan 

dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan jender terjadi karena 

adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia 

dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga 

dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan jender dalam 

berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun 

ketidakadilan jender itu berdampak pula terhadap laki-laki.
17

Adapun, bentuk-bentuk 

manifestasi ketidakadilan jender akibat diskriminasi itu mencakup: 

2.2.2.1 Marjinalisasi 

 Proses marjinalisasi atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, 

perilaku, masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada 

penyisihan/pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. 

2.2.2.2  Subordinasi 

Proses subordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin 

dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin 

lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau 

kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. 
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Orinton Purba, Konsep dan teori gender, 

https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender(Diakses pada tanggal 12 

Maret 2018). 
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Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan 

peran permepuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam 

tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan 

kaum perempuan pada tatanan subordinat. 

2.2.2.3  Stereotipe 

Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara 

umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotipe selalu 

melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan 

gender. 

2.2.2.4   Violence (Kekerasan) 

Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik 

yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, 

masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah 

membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap 

feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-

ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan 

sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan 

sebagainya. 

2.2.2.5   Beban Ganda (Double Burden) 

Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah 

satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran 

reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. 

Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja 

diwilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka 
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diwilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah 

mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti 

pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun 

demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. 

Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.
18

 

Segala bentuk ketidakadilan jender tersebut diatas, termanifestasikan dalam 

banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat, 

masyarakat dan rumah tangga. 

2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk 

melakukan suatu perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam UU RI No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
19

 Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan 

kerja sama yang  baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi 

kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan 

oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri 
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merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah kewajiban istri.
20

 Hak dan 

kewajiban suami istri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak 

dan kewajiban suami istri demikian detailnya, agar suami istri dapat menegakkan 

tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang 

dibangun oleh suami istri merupakan sendi dasar dari tatanan masyarakat. Apabila 

sendi dasar ini dibangun dengan baik, maka akan menciptakan tatanan masyarakat 

yang baik pula. 

 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan  suami 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga 

dengan demikian segala sesuatu dengan keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 

bersama oleh suami dan istri. Beberapa pasal dalam UU RI. No 1 Tahun 1974 

mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai 

istri. Dapat dilihat antara lain : 

Pada pasal 30-34 UU RI. No 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan 

kewajiban perempuan sebagai istri juga hak dan kewajiban bersama antara 

perempuan dan laki-laki sebagai suami istri. Hal ini dapat diurai sebagai berikut : 

Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri  memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 

31 menyatakan  bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum. Ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 
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Kemudian Pasal 32 menyatakan bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat 

kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 

ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib 

saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin 

yang satu kepada yang lain. Pasal 34 menyatakan bahwa (1) Suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. (2)  Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh 

istri. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat  

mengajukan gugatan kepada pengadilan.
21

 

Ketentuan Pasal 31 di atas diatur juga dalam KHI pada pasal 79, selanjutnya 

Pasal 32 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa (1) Suami istri harus 

mempunyai tempat kediaman yang tetap.(2)Rumah tempat kediaman yang dimaksud 

dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
22

 

Pasal 33 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib 

saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang 

satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Suami istri wajib 

saling mencintai,hormat-menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang 

satu kepada yang lain.(3) Suami istri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun 
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kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.(4)Suami istri wajib memelihara 

kehormatannya. 

Pada undang-undang perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan 

suami adalah sebagai pemimpin yang wajib melindungi dan wajib memberi nafkah, 

sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib menjaga rumah tangga 

suaminya. Artinya, istri juga sebagai pemimpin, tetapi masih dalam wilayah 

kepemimpinan suaminya.
23

 

2.2.4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam  

Hak-hak istri maupun kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf telah 

diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada ‘urf (kebiasaan) 

masyarakat itu mengikuti syari’at, kebaikan adab dan kebiasaan mereka. Hal ini akan 

menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan istrinya, suami 

akan ingat bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk meberikan kepada 

istri sesuai dengan apa yang ia minta. 

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus 

dipenuhinya sebagai hak istri, hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati 

keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana hak-

hak yang tercermin dalam kebahagiaannya dengan makna pernikahan dan perasaan 

istri.
24

 Istri hendaknya mengetahui suaminya dengan hak-hak suami terhadap istrinya 

yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan harus melaksanakan 

tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat disekitarnya. 
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Adapun hak suami adalah mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri, 

menjadi kepala keluarga memimpin keluarga, dan tidak mempersilahkan seseorang 

yang tidak disukai oleh suami untuk masuk kedalam rumah kecuali jika diberi izin.
25

 

Kewajiban suami adalah member nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, 

pangan, dan papan, membantu istri dalam mengurus anak, dan menyelesaikan 

masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang. 

Hak istri adalah mendapatkan nafkah batin dan lahir dari suami, menerima 

maskawin dari suami ketika menikah, diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh 

suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, serta mendapat penjagaan, 

perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk. Kewajban istri 

adalah mencintai dan setia kepada suami, mendidik dan memelihara anak dengan 

baik dan penuh tanggung jawab, menghormati serta mentaati suami dalam batasan 

wajar, serta menjaga kehormatan keluarga.
26

 

Menurut penulis hak suami tidak terlepas dari kewajiban istri sedangkan hak 

istri tidak terlepas dari kewajiban suami. 

2.2.4.1. Perempuan Sebagai Istri 

 Wanita, baik sebagai ibu, istri, anak perempuan ataupun saudara perempuan, 

masing-masing mempunyai hak-hak tertentu disamping kewajibannya.
27

 Firman 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2:228 

 

َ  ََ َ َ    ََ   َ  َ ََ َ َ ََََ 
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Terjemahnya : 
 Dan para wanita mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada istrinya.

28 

 Wanita mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi, sehingga Allah 

menjadikannya sebagai salah satu tanda di antara ciptaan-Nya, dimana pada wanita 

Allah menciptakan rasa tentram, kasih dan sayang sebagaimana Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:21 

َ َ َ  َََ َ َ   َ  َ  َ  َ  َ ََ َ َ

 ََ  َ َََََ

Terjemahnya :  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
ka um yang berfikir.

29
 

 Oleh karena itu bagi seorang wanita yang menikah, berarti ia telah 

melaksanakan perintah Allah. Apabila seorang wanita telah menjalankan fungsinya 

sebagai seorang istri sebagaimana yang telah digariskan oleh agama Islam, ia telah 

melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang dimana akan mengantarkannya kepada 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Tugas wanita sebagai istri tidaklah ringan. Agar 

sukses dalam menjalankan fungsinya, ia harus mampu menjadikan dirinya menjadi 

wanita yang salehah.
30

 

 Islam mengajarkan kepada kaum bagaimana mereka harus bertindak terhadap 

suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk menciptakan kehidupan bersama 

yang harmonis. Nabi saw, mengajarkan: 
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ََتَ َرَْن ظَ اَذ َاََِنَْمَ َاَءَِسَ اَلن ََِرَ يَْخَ  فِظ تكْ  َع نْه اح  اذِ اخِبْت  ,و  اَا ط اع تكْ  رْت ه  اذِ اَا م  ,و  َتكْ  الِ يْه اس رَّ

غِرَْضِكَ  َو  الك  َم   فيِ 

 

Artinya: 
 “Sebaik-baik istri adalah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu 

melihatnya, taat kepadamu bila kamu suruh, serta dapat menjaga 
kehormatan dirinya dan harta bendamu.” (HR. Thabrani)

31
 

 Menurut petunjuk Rasulullah tersebut kita dapat memetik pelajaran sebagai 

berikut: 

 Pertama, seorang istri harus pandai menyenangkan hati suaminya. Ia harus 

bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah, menunjukkan kecintaan yang 

penuh terhadap suami. Bertutur kata lemah lembut dengan budi bahasa yang menarik  

akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Seorang istri harus bisa menjadi pelipur 

lara dan menjadi penenang hati di kala suami sedang dilanda kesusahan atau 

kesulitan, serta dapat memberi harapan ketika suami akan berputus asa.  

 Kedua, istri harus taat kepada suaminya. Meskipun istri mungkin lebih tinggi 

pendidikannya, atau lebih besar penghasilannya, atau lebih tua usianya, istri tetap 

harus patuh, taat, dan hormat kepada suaminya. Sikap ini harus dilaksanakan dengan 

tulus dan ikhlas  baik dihadapan suami maupun dikala suami tidak ada.  

 Ketiga, istri wajib menjaga dirinya dan harta benda suaminya. Jika suami 

tidak ada di rumah, apakah ia sedang bekerja, keluar daerah, atau merantau, istri 

harus bisa menjaga kesucian dirinya, menjauhkan diri dari fitnah yang akan 

menganggu keutuhan rumah tangga. Ia dilarang menerima tamu laki-laki selain 

muhrim dikala suaminya tidak ada kecuali atas izin dari suaminya. Begitu juga harta 
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benda yang ada di rumahnya adalah tanggung jawab istri untuk menjaganya. Kalau 

seorang istri terpaksa harus bekerja di luar rumah, ia tak lepas dari tanggung jawab 

ini.  

 Keempat, sebagai istri ia tidak diperkenankan menolak ajakan suami. Bahkan, 

seorang istri tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah tatkala suaminya ada di 

rumah, kecuali telah minta izin terlebih dahulu.
32

 

 Allah mengatakan bahwa isteri diumpamakan ladang tempat bercocok tanam 

sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah/2:223 

   ََ ََ  ََ ََ َََ َ َ    َ  َ  ََ

َ   َََََ

Terjemahnya: 

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu 
kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan 
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

33
 

 Masalah ini tidak bisa di anggap sepele. Tidak sedikit wanita karir memiliki 

kesuksesannya sendiri dan mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri 

sehingga dari hal tersebut membuat rumah tangganya menjadi berantakan karena 

tidak mengindahkan peringatan Allah dan Rasul-Nya ini. 

 Kelima, sebagai istri selain harus menghormati kedua orang tuanya, ia juga 

wajib menghormati kedua orang tua suaminya (mertua). Orang tua suami haruslah 

dianggap sebagai orang tua sendiri sehingga apabila orang tua atau mertua usianya 

sudah lanjut, hendaknya tidak mengucapkan kalimat dengan nada yang kasar atau 
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keras. Ucapkanlah kepada orang tua atau mertua dengan perkataan lemah lembut dan 

doakanlah mereka sebagaimana diajarkan oleh Islam. Kesalahpahaman dengan pihak 

orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran rumah tangga. 

 Keenam, istri hendaknya pandai menjaga rahasia suami, dirinya, dan 

keluarganya. Dalam potongan ayat Q.S Al-Baqarah/2:187 

ََ َ  َ َََ 

Terjemahnya: 

 ….mereka (istri) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian 
bagi mereka….

34
 

 Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat (menjaga aib/rahasia), menjaga 

kesehatan, dan untuk keindahan. Istri hendaklah pandai menutup rapat-rapat rahasia 

suaminya, apalagi rahasia tempat tidur, pantang digunjingkan kepada orang lain, 

sekalipun untuk berkelakar. Dalam hal ini termasuk bisa menjaga nama baik orang 

tua dan mertua.
35

 

 Maka dari itu melihat dari tugasnya perempuan sebagai seorang istri adalah 

tanggung jawab  yang penuh yang harus diterapkan dalam kehidupan berumah 

tangga. Apalagi jika seorang istri adalah perempuan karir, maka harus bisa 

menyeimbangkan antara urusan rumah tangga dan juga pekerjaannya. 

2.2.4.2.Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga 

Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi anak- 

anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang dan menjadi tempat berkeluh kesah, 

berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya. UU RI 

No.1 Tahun 1974 juga mempertegas kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan 
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.29. 

35
Muhammad Koderi,  Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara , h. 6. 
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sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan 

fasilitas yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 

sendiri, meski kedua orang tuanya telah bercerai.
36

 

Peranannya sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam al-Quran dan 

hadits Nabi saw. sebagai ibu rumah tangga, peranannya lebih ditekankan pada usaha 

pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga yang sakinah 

adapun tugas pokok dari seorang Ibu untuk anaknya dimulai dari mengandung, 

melahirkan, merawat, dan memelihara anak. Peranannya sangat penting dalam 

mencetak generasi penerus. Sebagai ibu, ia harus bertanggung jawab dalam mendidik 

anak agar putranya menjadi orang beriman dan terhindar dari siksa api neraka. 

Sebagaimana peringatan Allah swt. Dalam Q.S At-Tahrim/66:6 

 َ َ َ  ََ   َ  َ   َ  َ     َ   َ  ََ  ََ

 ََ َ  َ  َ َ َََََ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.

37
  

 Telah tergambar jelas bahwa kebahagiaan maupun kesengsaraan anak kelak 

bergantung pada bagaimana ibu mendidiknya. Kedudukannya sebagai ibu rumah 
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Hj. Saidah, “Posisi Perempuan dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Perspektif Hukum Islam”, h.23. 
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tangga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Sebagaimana 

disabdakan Rasulullah saw. 

َب َفََِة َي َاعَِرَ َة َا َرَْمَ الَْوَ    َوَ هَ جََِوَْزَ َتَِيَْي َل َئ َسَْمَ ا َة َو

اَهَ تَِيََّعَِرَ َنَْعَ   

Artinya: 

“Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung 
jawab atas kepemimpinannya.”

38
 (HR Al Bukhari) 

Seorang perempuan haruslah cerdas mengatur waktunya sebagai ibu rumah  

tangga dan sebagai perempuan yang memiliki karirnya sendiri. Karena, seorang 

wanita memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik dan 

disamping itu ia juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas pekerjaan 

yang telah dibebankan kepadanya. Sebagai ibu rumah tangga hukumnya wajib untuk 

mendidik anaknya dengan baik sebab ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat 

kelak. Sedangkan, mencari nafkah tidak ada kewajiban walaupun dibolehkan untuk 

membantu ekonomi suami dan tidak akan dimintai tanggung jawabnya. Kalaupun 

seorang ibu atau isteri memilih berkarir, tidak berarti ia lepas dari tanggung jawabnya 

sebagai ibu rumah tangga. Ia mau tidak mau harus berperan ganda, walaupun ia 

memiliki tanggung jawab menjadi pegawai, pejabat, anggota DPR, menteri, bahkan 

presiden, ia akan tetap dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah swt.  

sebagai ibu rumah tangga yang dipimpinnya. Kalau ia melalaikan tugasnya sebagai 

seorang ibu atau isteri, ia akan menanggung dosanya.
39

 

Kaum perempuan yang dalam kesehariannya menghabiskan waktu untuk 

urusan dapur, mulai dari mengatur menu, berbelanja, memasak, menghidangkannya 
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Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari Juz VII (Cet. I; 

Semarang: Asy Syifa’, 1993), h. 126. 
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di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur (mencuci, membersihkan 

dan menyiapkannya kembali) merupakan hal yang telah menjadi budaya. Seorang 

hakim dalam mengurus urusan rumah tangga seperti hal yang di atas adalah suatu 

kewajiban yang harus dijalani setiap ibu rumah tangga. Namun, dalam menjalankan 

kedua peran tersebut harus dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan.   

2.2.4.3.Sebagai masyarakat 

 Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban 

itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kehidupan sehari-hari, seperti; 

a. Memelihara pergaulan hidup dan menjaga kerukunan bertetangga. 

b. Sadar akan hak dan kewajibannya, ikut berperan aktif dalam pembangunan. 

c. Melestarikan asas-asas yang baik dan tumbuh dalam masyarakat. 

2.2.4.4.Sebagai wanita karir 

 Sebagai agama yang kaffah, Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur 

perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam 

hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di 

dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala 

usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun 

akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan atau secara 

kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji). 

Perempuan muslimah dapat melakukan kegiatan karir di luar rumah, 

manakala kegiatan profesi (karir) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga 

dan berpedoman pada tujuan-tujuan  yang luhurnya membantu suami, ayah, atau 
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saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban 

pada jalan yang baik dan sebagainya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh perempuan dalam meniti karir diluar rumah, diantaranya; 

a. Pergaulan perempuan. 

b. Cara berpakaiannya. 

c. Etos kerja yang islam. 

2.3 Tinjauan Konseptual 

2.3.1 Konsep Peran Ganda Hakim Perempuan 

2.3.1.1 Pengertian Peran 

 Peran menurut  Biddle  dan  Thomas dalam Arisandi : 

“Serangkaian  rumusan  yang membatasi  perilaku-perilaku  yang  diharapkan  
dari  pemegang  kedudukan  tertentu. Misalnya  dalam  keluarga,  perilaku  
ibu  dalam  keluarga  diharapkan  bisa  memberi anjuran,  memberi  
penilaian,  memberi  sangsi  dan  lain-lain.”

40
 

Jadi, Peran adalah bagian yang dimainkan individu pada setiap keadaan dan 

cara tingkah lakunya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. 

2.3.1.2 Pengertian Peran Ganda 

 Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang 

bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan 

sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan 

yang memiliki karir di luar rumah.
41

.  

2.3.1.3 Hakim  

                                                             
40

Rina Wahyu, Teori Peran, https://teori-peran-rhole-theory (diakses pada tanggal 

02/06/2018). 

41
Denrich Suryadi, “Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran 

Ganda”, https://www.google.co.id/search=peran+ganda+adalah (diakses pada tanggal 02/06/2018). 

https://teori-peran-rhole-theory/
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Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan 

mempertahankan hukum syara’ dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Oleh karena itu Islam mensyaratkan dengan ketat seseorang yang akan diangkat 

menjadi hakim,dengan tujuan agar orang-orang yang memegang jabatan sebagai 

hakim adalah orang yang benar-benar berwibawa, luas pengetahuannya dan dapat 

dipercaya dengan harapan dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. 

2.3.1.4 Perempuan 

 Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Istilah 

perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-

anak.
42

 

2.3.1.5 Pengadilan Agama  

 Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama 

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang 

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan 

Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan 

keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum 

ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama terdiri 

dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 

2.4 Bagan Kerangka Pikir 

                                                             
42

Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perempuan (diakses pada tanggal 02/06/2018). 
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 Dalam penelitian ini mengambil teori mas}lah{ah dan teori gender. Teori 

Mas}lah{ah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 

manusia, karena Mas}lah{ah merupakan subtansi dari Maqa>s}id al-Syari>’ah yang 

dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk 

mas{lah{at (kebaikan) atau mafsadat (keburukan), dapat terealisasikan apabila lima 

unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok  tersebut ialah 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartap. 

 Sedangkan, teori gender menjelaskan bahwa pembagian peran laki-laki dan 

perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi 

sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Maka dari itu, adapun 

bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi itu mencakup 

ialah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, violence, dan double burden. 

 Hakim perempuan dalam menjalankan  perannya sebagai ibu rumah tangga dan 

perempuan karir, maka harus memperhatikan tugasnya masing-masing yang dimana 

tidak terlepas dari hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga nantinya 

dapat dilihat bahwa seorang hakim perempuan dalam menjalankan kedua peran 

tersebut adil dalam rumah tangga maupun pekerjaan atau hanya sekedar mengabdi 

kepada negara yang lebih mementingkan urusan negara dibanding pribadi. Secara 

sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir 

sebagai berikut : 
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Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode 

pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk 

memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk 

memberi gambaran secermat mungkin mengenai peran ganda hakim perempuan di 

Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis 

normatif, yuridis dan sosiologis. 

Pendekatan teologis normatif yaitu merujuk dalam al-Quran dan hadits yang 

menyangkut tentang kepemimpinan perempuan. Penelitian teologis yuridis yaitu 

melihat dari sub judul penelitian yang sebagaimana akan dihubungkan dalam UU RI 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, penelitian teologis sosiologis yaitu 

melihat keadaan sosial dalam kepemimpian perempuan yang pada zaman Nabi 

dibanding dengan yang zaman sekarang. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini 

adalah Pengadilan Agama Parepare. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah (3) tiga bulan. 

3.3 Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 
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3.3.1 Peran ganda hakim perempuan terhadap kedudukan perempuan mengenai hak 

dan kewajiban suami istri di Pengadilan Agama Parepare. 

3.3.2 Pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban suami istri disini 

dimaksud yaitu terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatakan 

bahwa seorang istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena data 

diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan 

sekunder. 

3.4.1 Data Primer 

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara 

langsung dari para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian 

hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data sekunder yang diperoleh 

dari penelitian ini yaitu buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak 

yang mengetahui permasalahan ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan 

instrumen penelitian, dimana teknik dan instrumen penelitian yang satu dengan yang 

lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid 

dan otentik. 

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini 

menggunakan beberapa metode yaitu : 
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3.5.1 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya 

pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap 

objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; 

dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model 

observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan
43

. Yaitu 

observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang 

berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini 

penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan 

observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim 

Pengadilan Agama Parepare. 

Seperti yang dilihat di Pengadilan Agama Parepare ada tujuh (7) hakim 

perempuan termasuk ketua Pengadilan Agama Parepare yang diantaranya tiga 

(3) hakim perempuan yang bertempat tinggal di Parepare dan empat (4) 

lainnya bertempat tinggal di luar kota Parepare. Dan yang berdomisili 

Parepare ada 1 hakim perempuan. Ke-tujuh (7) hakim ini semuanya sudah 

berkeluarga. 

3.5.2 Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui interview 

tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim 

Perempuan Pengadilan Agama Parepare, sehingga data yang di peroleh ada 

dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa 

pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali 

informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. 
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Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 

h.38. 
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Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah 

Para Hakim Perempuan. 

3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan 

sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.
44

 

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan 

berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang 

digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan 

dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi 

tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada 

orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif.
45

 Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih 

mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut 

mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen 

pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. 

                                                             
44

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 231. 

45
Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
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Penelitian ini membahas tentang peran ganda hakim perempuan di Pengadilan 

Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974) menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, 

dokumentasi, serta wawancara dengan para hakim perempuan. 

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang 

bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada 

fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam 

bentuk deskriptif. 

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode : 

3.6.1 Analisis induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau 

mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang 

berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.  

3.6.2 Analisis deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan menarik  kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus 

berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare  

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Parepare 

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 

setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang 

Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare   

yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) 

di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya 

Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 

1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah 

secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari’ah Parepare terpilih untuk memimpin 

Mahkamah Syari’ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari’ah Parepare 

mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk 

menggantikan posisinya.
46

 

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun , maka pada 

tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. 

Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare 

yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal Sudirman),  

kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu 

pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di  atas tanah seluas 18 x 40 m² dengan luas 

bangunan 10 x 15 m². Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April 
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1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat 

pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan 

didirikannya sebuah gedung tambahan seluas  10 X 8 m² untuk ruang Ketua dan 

ruang sidang  pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai 

Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare. 

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI,  pembangunan 

gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak 

terkecuali  dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun tahun anggaran 

2007  berhasil menemukan lokasi   perkantoran  yang posisinya sangat strategis  

dengan luas 4.334 m²,  terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama 

pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan 

batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri  oleh Walikota 

Parepare pada tahun 2008.  Setahun kemudian tepatnya Desember  2009  

pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang 

berlantai dua dengan luas bagunan 2.285 m² tersebut telah rampung sehingga  untuk 

tahun anggaran 2011 yang  tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini 

Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan 

dengan Kantor DPRD Kota Parepare. 

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh 

penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan 

pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari 

Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan 

Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, 

dan 2003, serta juara  II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal. 
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Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun. 

Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut: 

4.1.1.1 K. H. Abd. Hakim Lukman   (periode 1959 -1967); 

4.1.1.2 K. H. Aqib Siangka  (periode 1967-1980); 

4.1.1.3 Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),  

4.1.1.4 Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),  

4.1.1.5 Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),  

4.1.1.6 Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),  

4.1.1.7 K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 - 2003),  

4.1.1.8 Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode  2003-2004),  

4.1.1.9 Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (priode 2004 – 2005)  

4.1.1.10 Drs. H. Syahruddin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)  

4.1.1.11 Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)  

4.1.1.12 Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H (Periode 2011 – 2014) 

4.1.1.13 Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015) 

4.1.1.14 Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016 – 2017) 

4.1.1.15 Dra. Nur alam Syaf, S.H., M.H (Periode 2017 – Sekarang) 

Adapun hakim di Pengadilan Agama Parepare sebanyak 10 orang diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

4.1.1.1 Drs. Ilyas. 

4.1.1.2 Dra. Hadira. 

4.1.1.3 Muh.Nasir, B.S.H. 

4.1.1.4 Dra. Hartini Ahada, M.H. 

4.1.1.5 Dra. Fatmah Abujahja. 
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4.1.1.6 Mudhirah, S.Ag.,M.H. 

4.1.1.7 Mun’amah, S.H.I. 

4.1.1.8 Salmirati, S.H, M.H. 

4.1.1.9 Khoerunnisa, S.H.I. 

4.1.1.10 Satriani Hasyim, S.H.I. 

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare 

 

Visi Terwujudnya pengadilan agama parepare yang agung. 

 

 

 

 

 

Misi 

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan uu dan 

peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen. 

Bebas dari campur tangan pihak lain. 

- Memperbaiki akses pelayanan dibidang peralihan pada 

masyarakat. 

- Memperbaiki kualitas input internal pada proses 

peradilan. 

- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, 

dan bermartabat serta dihormati.  

- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, 

tidak memihak dan transparant. 

Tabel. 1 Visi dan Misi PA Parepare
47
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4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare. 

Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus, dan 

menyelesaikan  perkara-perkara   di  tingkat  pertama  antara  orang-orang yang 

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah  dan  ekonomi  syari’ah,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  49 Undang 

undang Nomor  3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

Untuk melaksanakan  tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan 

Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: 

4.1.3.1 Memberikan  pelayanan  teknis yustisial dan administrasi  kepaniteraan  bagi 

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 

4.1.3.2 Memberikan   pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 

4.1.3.3 Memberikan   pelayanan   administrasi   umum   kepada   semua   unsur   di 

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali 

biaya perkara); 

4.1.3.4 Memberikan  keterangan,  pertimbangan  dan nasehat tentang Hukum Islam 

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana 

 diatur  dalam  pasal  52  ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama; 

4.1.3.5 Memberikan  pelayanan penyelesaian  permohonan  pertolongan  pembagian 

harta  peninggalan   diluar  sengketa   antara  orang-orang   yang  beragama 

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana  diatur dalam 

pasal 107 ayat (2) Undang-undang  Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama;  
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4.1.3.6 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan 

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap 

advokat / penasehat hukum dan sebagainya, dan; 

4.1.3.7 Memberikan   istbat  kesaksian  rukyat  hilal  dalam  penentuan  awal  bulan 

pada tahun hijriyah. 

 Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para 

pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare, maka dalam melaksanakan 

 tugasnya  berpedoman  pada  Standart  Operasional  Prosedur (SOP),  yang  telah 

 didiskusikan   oleh  bagian  yang  terkait  dengan   analisa beban kerja   yang tertuang 

dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare  Nomor  : W2 0  -  A 2 0 

/644.a/OT.01.3/SK/X/2015,  tanggal  1 Oktober 2015 sebegai  implementasi  dari 

 Undang-Undang  No.25/2009  tentang  Pelayanan Publik  yang muatannya antara 

lain sebagai berikut : 

4.1.4.1 Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 

4.1.4.2 Kejelasan  tugas,  tanggung  jawab,  target  dan  pengukuran  terhadap  hasil 

kerja dari setiap posisi ; 

4.1.4.3 Kejelasan  wewenang  yang  diberikan  atau  yang  dimiliki  oleh  setiap 

 posisi untuk mengambil keputusan ; 

4.1.4.4 Kejelasan  resiko  dan  dampak  yang  akan  muncul  bila  tugas  dan  tangung 

jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 

4.1.4.5 Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 

4.1.4.6 Profesionalisme    personel   peradilan   dalam   melaksanakan    tugas   dan 

tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- 

sistem yang dibangun . 
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Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi 

menjadi  organisasi  yang  tepat  fungsi  dan  tepat  ukuran  (right sizing) yang 

menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Dalam Standar Operasional   (SOP)  

tersebut,   telah   diatur   Standar Operasional Prosedur tentang : 

4.1.4.1 Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 

4.1.4.2 Pencatatan/Registrasi  perkara masuk, PMH dan PHS ; 

4.1.4.3 Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 

4.1.4.4 Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 

Pemanggilan para pihak berperkara,  saksi/saksi  ahli, melalui Kementerian 

Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 

4.1.4.1 Tata persidangan ; 

4.1.4.2 Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 

4.1.4.3 Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 

4.1.4.4 Penyampaian Salinan Putusan ; 

4.1.4.5 Pengambilan  Salinan Putusan, Penetapan  dan atau Akta Cerai oleh pihak 

berperkara; 

4.1.4.6 Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 

4.1.4.7 Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 

4.1.4.8 Publikasi putusan ; 

4.1.4.9 Pengarsipan berkas perkara ; 

4.1.4.10 Sita Jaminan,Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 

4.1.4.11 Permohonan Banding ; 

4.1.4.12 Permohonan Perkara Kasasi ; 

4.1.4.13 Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 
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4.1.4.14 Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 

4.1.4.15 Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat 

Administrasi  Peradilan Agama. 

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan 

 Agama  Parepare  telah  menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan 

Agama Parepare dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor :  

W20 - A20 / 644.a / OT.00 / SK / X / 2015 tanggal 1 Oktober 2015. Standar 

Pelayanan Peradilan  pada Pengadilan  Agama Parepare  tersebut disusun 

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 

tanggal 9 september 2012.
48

 

4.2 Pandangan Hakim Perempuan Tentang Hak dan Kewajiban Menurut Pasal 

34 UU RI No.1 Tahun 1974 

Para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dalam merespon UU 

RI. No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, Khoerunnisa  

menjelaskan dalam wawancara; 

“Menyikapi undang-undang tentang perkawinan tersebut bahwa posisi saya 
dalam mengurus rumah tangga dengan semaksimal mungkin meskipun 
bekerja, urusan rumah tangga tetap juga terkontrol. Hal-hal yang menjadi 
kebutuhan anak-anak tetap saya urus, sejak bangun pagi disiapkan sarapan 
dan suami. Artinya, Meskipun posisi saya sebagai hakim, sebagai ibu rumah 
tangga tetap menjalankan hak dan kewajiban sebagai isteri. Artinya, tetap 
dibutuhkan saling pengertian dan memahami satu sama lain dalam 
menjalankan tugas masing-masing.Kadang-kadang suami juga ikut membantu 
dalam urusan domestik, manakala sibuk dalam tugas saya sebagai hakim.”

49
 

 Tanggapannya mengenai undang-undang tentang Perkawinan bahwa rumah 

tangganya tetap berjalan dengan harmonis walaupun seorang perempuan berperan 
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ganda dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tugasnya masing-masing. 

Oleh karena itu, hak dan kewajibannya sebagai istri tetap terkontrol dengan baik. 

Tugas menjadi seorang istri dalam hal urusan domestik tidak selamanya menjadi 

tugasnya, namun suami juga berhak untuk mengerjakan tugas tersebut.  

Selanjutnya Mun’amah menjelaskan;  

“UU  RI No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, menurut 
saya ini bagus karena dari UU tersebutlah menyadarkan akan hak dan 
kewajiban sebagai seorang istri. Baik seorang hakim maupun sebagai ibu 
rumah tangga semuanya menjadi tugas utama. Akan tetapi, tugas utama 
tersebut bersifat relatif. Jika, dalam konteks membutuhkan keberadaan saya 
dalam melakukan tugas itu. Maksudnya, adalah jika pilihannya ada urusan 
kantor, secara tiba-tiba anak dalam keadaan sakit keras di rumah, tentu 
mendahulukan mengurus anak yang sedang sakit walaupun ada tugas hakim 
yang harus diselesaikan secara bersamaan. Melihat dari aspek maslahat dan 
juga mufsadatnya,jika terjadi sesuatu yang dapat membahayakan keadaan di 
rumah maka tentu ada peluang untuk meninggalkan pekerjaan di kantor. 
Kecuali, jika hal itu tidak membahayakan. Maka tentu memilih untuk 
melaksanakan tugas-tugas di kantor.”

50
 

Menjadi ibu rumah tangga dan perempuan karir adalah tugas utama yang 

harus dilaksanakan. Maka dari itu, mengurus rumah tangga menurut ibu mun’amah 

adalah suatu hal yang bersifat relatif. 

Satriani Hasyim menjelaskan bahwa hakim perempuan dalam UU RI. No. 1 

Tahun 1974, adalah; 

“Meletakkan UU RI. No 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri 
dapat dinegosiasikan dalam rumah tangga, dan bisa saja melakukan urusan 
rumah tangga, kontra dengan UU tersebut. Tetapi, didasarkan dengan 
kesepakatan bersama. Menurut saya, sebisa mungkin keduanya di selaraskan. 
Selama tidak ada urusan keluarga yang sangat darurat misalnya kematian dan 
sakit keras, maka tugas sebagai hakim yang diutamakan, maksudnya 
mengutamakan kepentingan di kantor daripada pribadi.”

51
 

Respon dari ibu Satriani, hak dan kewajibannya sebagai istri  menurutnya 

urusan rumah tangga dapat dinegosiasikan. Sedangkan, dalam UU tentang 
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perkawinan bahwa seorang istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-

baiknya. Dalam UU tersebut terdapat kata wajib yang artinya harus dilaksanakan. 

Maka dari itu sangat penting bagi seorang istri tidak boleh mengabaikan urusan 

rumah tangganya, meskipun berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan hakim. 

Sebab kepemimpinan seorang perempuan terletak dalam rumah tangga dan 

keluarganya. 

Selanjutnya Salmirati menjelaskan; 

“Hal yang sama diungkapkan dari ibu Mun’amah karena baginya UU tentang 
perkawinan telah menyadarkan seorang perempuan karir sebab ada hak dan 
kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang istri.”

52
 

Kesuksesan seorang perempuan karir dapat dilihat dari keluarganya, karena 

jika urusan keluarga dan pekerjaan bisa dijalani dengan baik maka hak dan 

kewajibannya terpenuhi sebagai seorang istri. 

Selanjutnya Fatma Abu Djaja menjelaskan; 

“Mengenai UU RI No 1 Tahun 1974 dalam hak dan kewajiban suami isteri, 
tidak boleh ditinggalkan oleh seorang isteri termasuk dalam mengurus rumah 
tangga..Bukan berarti menjadi seorang hakim, urusan rumah tangga harus 
diabaikan, sebagai seorang isteri harus cermat mengatur waktu untuk urusan 
rumah tangga dan urusan sebagai hakim. Di antara kedua peran tersebut, 
diutamakan yaitu urusan kepentingan negara dibandingkan dengan urusan 
kepentingan pribadi, sebab menjadi seorang hakim itu tidak gampang, dengan 
dilindungi dan dijaga oleh negara. Dengan begitu diluar dari hal yang tidak 
darurat maka tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut.”

53
 

 Selanjutnya tanggapan terakhir dari Hadira menjelaskan; 

“Mengenai UU No 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban sebagai suami 
istri, tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. 
Sebab sebuah kewajiban seorang isteri itu tidak boleh ditinggalkan walaupun 
sebagai wanita karir, tugas sebagai isteri harus dijalankan dalam mengurus 
rumah tangga dengan sebaik-baiknya, Namun demikian pentingnya hakim 
perempuan sebagai isteri cermat membagi waktu dalam melaksanakan tugas 
masing-masing.”

54
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Berdasarkan pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban 

menurut Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa menimbulkan Pro 

dan Kontra. Pendapat yang pro menurutnya UU No. 1 Tahun 1974 telah 

menyadarkan perempuan karir karena pentingnya hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh seorang istri, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan 

tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang hakim 

perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat menyeimbangkan antara urusan 

kantor dengan urusan rumah tangga. Sebab pihak keluarga juga mendukung dan 

memahami tugasnya sebagai seorang hakim, urusan domestik bukan hanya 

dikerjakan oleh seorang istri tetapi juga suami ikut bekerja sama dalam tugas tersebut. 

Sedangkan, pendapat yang kontra menurutnya UU tentang perkawinan bahwa hak 

dan kewajiban suami istri dapat dinegosiasikan dan diselaraskan antara kedua tugas 

tersebut didasarkan dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, selama keadaan 

tidak darurat maka tugasnya sebagai seorang hakim lebih diutamakan. 

Disamping hak dan kewajiban masing-masing suami atau istri, dalam UU  RI 

No. 1 tahun 1974 juga diatur hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri. Hak 

dan kewajiban bersama menjadi alat yang dapat memperteguh ikatan perkawinan 

antara keduanya, dengan bersama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang 

menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bersama itu adalah memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi-sendi 

dasar dari susunan masyarakat memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap dan 

saling cinta-mencintai hormat-menghormati, serta memberi bantuan lahir batin yang 

satu kepada yang lain. 
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4.2 Peran Ganda Perempuan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di 

Pengadilan Agama Parepare 

Para hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare, mengemukakan bahwa 

selain dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, juga sebagai ibu menjalankan 

tugas dalam rumah tangganya. Pandangan Khoerunnisa dalam wawancara; 

 “Pengangkatan menjadi seorang hakim sejak 2010 sampai sekarang dan 
sudah berkeluarga tetapi sebelum menjadi hakim belum berkeluarga. Saat ini 
sudah mempunyai dua anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. 
Anak pertama sudah berumur  tujuh tahun kelas 1 Sekolah Dasar dan anak 
kedua berumur tiga tahun lebih, dan belum sekolah. Awal ketemu di 
pendidikan, pada saat pelatihan. Saya dan suami dari awal sudah komitmen, 
artinya jika urusan rumah tangga tidak maksimal terlaksana, suami memahami 
kondisi saya sebagai hakim. Suami saya bekerja di Pengadilan Negeri, 
sehingga suami memahami tugas saya di Pengadilan. Dalam mengurus rumah 
tangga itu sudah menjadi resiko saya sebagai ibu rumah tangga dan hakim. 
Suami juga kadang ikut membantu dalam mengurus rumah tangga, kesibukan 
dipagi hari mulai dari kebutuhan anak-anak sampai dengan keperluan dapur, 
saya yang mengurusnya dibantu dengan asisten rumah tangga dan juga ada 
ojek carteran untuk antar jemput anak. Saya bekerja di kantor mulai pagi 
sampai sore, nanti setelah pulang kantor saya baru mengurus rumah tangga. 
Jadi, walaupun saya bekerja tetap memperhatikan agar keluarga tidak 
terbengkala. Maksudnya urusan rumah tangga berjalan dengan baik dan 
begitupun dengan urusan kantor. Sebagai wanita karir siap menanggung 
segala resiko yang harus dihadapi baik itu ringan ataupun berat. Menjalankan 
kedua peran tidak sama sekali terbebani. Antara urusan kantor dan urusan 
rumah tangga sama-sama penting dan merupakan kewajiban bagi perempuan 
karir. Maka dari itu, menjadi hakim dan ibu rumah tangga harus cermat 
membagi waktu.

55
 

Menjalankan urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan adalah hal yang tidak 

mudah dijalani bagi perempuan karir . Namun, merupakan kewajiban bagi seorang 

isteri. Sebagai perempuan karir, dunianya bukan hanya urusan pekerjaan apalagi jika 

sudah mempunyai anak maka statusnya sebagai ibu lebih berat tanggungjawabnya 

dibanding perempuan single. Seorang perempuan yang bekerja dan juga sebagai ibu 

rumah tangga ialah konsep peran ganda yang dijalani. Sebagai seorang hakim dan ibu 
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rumah tangga dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidaklah mudah dibanding 

seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, sebab sebagai seorang ibu rumah 

tangga dalam kesehariannya mengurus anak-anak dan mempersiapkan segala 

kebutuhan keluarga termasuk pengabdian yang sempurna yang dilakukan oleh 

seorang isteri. Sedangkan, Ibu Khoerunnisa sebagai seorang hakim dalam 

kesehariannya dibantu dengan asisten rumah tangga maka dari itu kewajibannya 

sebagai isteri tidak sepenuhnya dilaksanakan karena dalam UU RI. No 1 tahun 1974 

menjelaskan bahwa seorang isteri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-

baiknya. Maka dari itu harus memperhatikan keluarga agar rumah tangga tetap 

bahagia dan harmonis. 

Pada saat bersamaan ketika wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 

menurut Mun’amah, adalah; 

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2009, sudah berkeluarga dan mempunyai 
anak, suami bekerja sebagai dosen. Menjadi hakim itu sudah dari awal dan 
perlu komitmen yang tinggi untuk dijalaninya. Oleh karena itu, saya dan 
suami sudah komitmen dan siap untuk mengambil resiko apapun. Suami saya 
tidak ada masalah dalam pekerjaan saya sebagai seorang hakim. Saya dan 
suami tidak tinggal seatap karena bekerja di daerah lain. Anak saya tinggal 
bersama dengan neneknya. Waktu bertemu anak dan suami, biasa dalam dua 
minggu sekali saja. Pada saat itu peran sebagai ibu rumah tangga berfungsi 
ketika bertemu dengan suami dan anak, karena resikonya saya di tempat yang 
berbeda dengan suami. Jadi diperlukan kemampuan untuk dapat membagi 
waktu untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan. Jika tempat tugas sudah 
dekat, kami tinggal bersama dengan keluarga. Peran domestik itu tidak 
sekedar mencuci, menyapu, memasak, dan sebagainya. Artinya melakukan 
peran tersebut apabila jika bersama dengan keluarga dan suami tidak sama 
sekali terlibat dalam peran tersebut. Menyelesaikan kedua peran tersebut 
dengan cara membagi waktu dan tidak terbebani karena sudah menjadi 
tanggung jawab bagi saya. Artinya saya disini bukan hanya sekedar fokus 
bekerja di kantor, walaupun saya dan suami  jauh tetap harus mengontrol yang 
menjadi hak dan kewajiban  sebagai seorang isteri dan juga anak.”

56
 

Melihat dari rumah tangga yang dijalani oleh ibu Mun’amah, memberi 

pelajaran bagi kita karena jauh dari anak dan suaminya. Hal seperti itu, jarang 
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didapatkan rumah tangga yang berjalan dengan baik, karena jauh dari keluarga dan 

sibuk dengan tugas masing-masing membuat hubungan menjadi tidak langgeng tetapi 

rumah tangga ibu Mun’amah seperti rumah tangga yang seatap dengan keluarganya. 

Sebab, keseimbangan dalam mengatur waktu dan menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat 

sesungguhnya merupakan tujuan dan sejalan dengan nila-nilai ajaran Islam. Menjadi 

hakim adalah pemimpin, pemimpin terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. 

Oleh karena itu seorang isteri tanggungjawabnya sebagai orang tua untuk mengurus 

anak-anaknya sebagai bekal masa depan dan harus membatasi tugasnya diluar rumah 

sebagai perempuan karir. 

Hakim perempuan lainnya di Pengadilan Agama Parepare, Satriani Hasyim 

juga menyampaikan hal yang sama dalam wawancara; 

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2013, sudah berkeluarga dan mempunyai 
dua orang anak, suami bekerja di Departemen Keuangan. Tanggapan suami 
mengenai pekerjaan sebagai seorang hakim itu tidak ada masalah karena 
sudah paham dengan tugas sebagai hakim. Disamping itu, saya sebagai 
perempuan yang bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Menjalankan kedua peran saya dan suami saling membantu dalam 
urusan rumah tangga. Saya bekerja dan suami juga bekerja, yang mengurus 
anak saya menggunakan jasa Pengasuh. Pada saat pulang kerja disitulah saya 
mengambil alih pekerjaan sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh anak. 
Peran domestik adalah tugas bersama suami istri dan suami turut membantu 
dalam mengurusnya. Meskipun suami mengerti akan hal tersebut dan ikut 
membantu dalam urusan rumah tangga, tidak ada lagi permasalahan mengenai 
urusan dalam rumah tangga misalnya harus menyediakan makanan di atas 
meja walaupun rumah tangga yang lain menganggap sebuah hal yang 
istimewa tapi bagi saya dan keluarga itu sudah biasa dan tidak menimbulkan 
permasalahan. Menyelesaikan peran keduanya secara bersamaan dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu saya di rumah dibantu oleh art (asisten rumah 
tangga). Bukan berarti ia yang sepenuhnya mengurus rumah tangga, sebab 
jika saya sedang istirahat pulang ke rumah untuk mengurus anak dan pulang 
kerja saya biasa membantu pekerjaan lainnya yang belum diselesaikan. 
Menjalankan kedua peran tersebut, saya tidak terbebani jika semuanya 
dikerjakan dengan ikhlas, sebab menjadi hakim dan seorang ibu rumah tangga 
memang sudah menjadi tanggungjawab untuk dijalani.”

57
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UU RI. No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa tugas perempuan sebagai 

seorang isteri yaitu mengurus rumah tangga. Namun, lain halnya di zaman sekarang 

ini dimana telah banyak seorang isteri keluar untuk bekerja sebagai perempuan karir, 

tetapi dalam hal tersebut yang dijelaskan oleh ibu Satriani bahwa seorang isteri jika 

ingin bekerja diluar rumah harus memiliki izin suami sebagaimana yang telah 

dilakukannya. Adapun dalam pengurusan rumah tangga dan anaknya dibantu oleh 

asisten rumah tangga dan pengasuh anak untuk mengurus hal tersebut ketika sedang 

bekerja, namun ketika pulang ke rumah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai 

seorang ibu rumah tangga dan isteri. Dengan berjalannya antara karir dan urusan 

rumah tangga ibu Satriani telah bisa memerankan peran gandanya dengan baik serta 

ia bisa menghindari permasalahan yang akan timbul dikeluarganya. 

Selanjutnya Salmirati menjelaskan; 

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2010, sudah berkeluarga, suami saya 
bekerja sebagai Hakim. Sama saja, menjadi seorang hakim harus bisa 
mengatur waktu dengan baik yang dimana kita menjalankan urusan rumah 
tangga dan juga pekerjaan dengan baik. Karena suami saja jauh di Bone dan 
anak saya dititipkan bersama neneknya di Soppeng. Jadi, nanti ketemunya 
sabtu minggu dan bertemu itu hanya melepas rindu dan soal urusan rumah 
tangga biasanya kita kalau bertemu kadang-kadang makan di luar atau masak 
sendiri untuk keluarga. yah, seperti itu peran yang saya jalankan. Dalam 
penyelesaian antara kedua peran tersebut, mungkin bisa saya katakan bahwa 
bisa terselesaikan dengan  baik. Karena saya dan suami masing-masing 
bekerja dan tetap pada profesi masing-masing. Juga suami saya mengerti dan 
paham betul mengenai kondisi saya.”

58
 

Peran ganda yang dijalani oleh sebuah keluarga yang tidak seatap merupakan 

hal yang jarang ditemui karenanya kehidupan sehari-hari yang dijalani tidak terlalu 

sibuk dibanding seorang istri yang tinggal seatap bersama keluarganya, tetapi bukan 

berarti hal seperti itu seorang istri tidak mengurus keluarga baginya walaupun jauh 

                                                             
58

Salmirati, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (16/4/2018). 



57 
 

 

dari anak dan suami tetap memperhatikan tugas sebagai seorang istri yaitu 

memelihara hak dan kewajiban dengan baik.  

Selanjutnya Fatma Abu Djaja menjelaskan; 

“Saya menjadi hakim sejak tahun 2006, sudah berkeluarga dan mempunyai 
anak 5. Suami bekerja sebagai kepala dinas di Barru. Sama dengan jawaban 
hakim yang lainnya yaitu pandai-pandailah kita membatasi waktu. Jadi jika 
urusan kantor kita kerjakan dikantor dan urusan rumah dikerjakan dirumah. 
Kalau mengenai masalah pasti adalah masalah masing-masing di setiap 
pekerjaan. Dan juga stres akan pekerjaan tersebut, seperti ada teman saya 
yang jika ia di rumah dia stres tinggal di rumah dan menjadi tempat 
hiburannya itu adalah di kantornya, anak-anak saya sudah besar-besar dan ada 
yang tinggal bersama saya dan juga kuliah di luar daerah jadi bukan berarti 
saya mengabaikannya tetapi saya juga tetap mengontrol keadaan mereka. 
Menjalankan kedua peran tersebut, saya pribadi tidak terbebani. Karena sudah 
menjadi kewajiban untuk menjalaninya.”

59
 

  Bekerja merupakan tabiat hidup manusia, akan tetapi tugas alami untuk 

pekerjaan istri adalah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri ketika 

bekerja diluar rumah dan jika istri sibuk bekerja maka seorang istri harus mampu 

melakukan dan tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Istri 

juga harus mengurus urusan rumah tangga, menjadi ibu dan pendidik anak-anaknya. 

Kaitannya lagi hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare sekaligus 

sebagai ibu rumah tangga, dalam wawancara disampaikan oleh Hadira adalah; 

“Berprofesi menjadi hakim sejak tahun 1999 dan sudah berkeluarga, sedangkan 

suami saya bekerja sebagai Kepala KUA di Enrekang. Suami saya sangat salut 

mengenai pekerjaan saya sebagai seorang hakim karena bisa membantu mencari 

nafkah keluarga. Menjalankan peran sebagai hakim dan ibu rumah tangga, saya 

bekerja semaksimal mungkin dan melakukan kewajiban sesuai dengan 

kemampuan. Peran domestik itu tidak saja dapat diinterpretasi  aktivitas dalam 

mengurus rumah tangga, yakni peran domestik seorang isteri tidak hanya 

dipandang sekedar harus mencuci, menyapu, memasak, dan mengurus anak. 

Tetapi seorang hakim bahwa peran domestik adalah suami dapat mengerti 

dengan kondisi istri sebagai hakim, sehingga tidak menimbulkan permasalahan 

dimaknai kondisi tersebut. Apalagi suami juga bekerja, maka hal itu sudah biasa 

dalam rumah tangga, yang terpenting adalah dapat menjaga kerukunan keluarga 
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agar tetap harmonis. Komitmen menyelesaikan peran keduanya, dengan 

membagi waktu yang dimiliki dengan sebaik mungkin, termasuk urusan kantor 

diselesaikan di kantor begitupun sebaliknya, sebab jika gagal dalam membagi 

waktu tentunya rumah tangga akan runtuh dan berantakan. Dengan demikian, 

suami dituntut harus memahami dengan pekerjaan yang dilakukan istrinya. 

Menjalankan kedua peran itu, kadang-kadang ada beban yang dapat dialami, 

tetapi tetap harus dijalani dengan sebaik mungkin. Sebab wanita pekerja, baik 

bekerja sebagai guru, dokter maupun hakim harus fokus tetap menjalankan tugas 

secara amanah.”
60

 

 Istri adalah pemimpin rumah tangga dan akan dimintai pertanggung jawaban 

terhadap perbuatannya, istri yang bekerja secara material memiliki peranan penting 

terhadap perekonomian karena secara langsung dapat memenuhi kebutuhan pokok 

dan menambah pendapatan. Keluarga dan berkarir adalah dua hal yang sangat 

menyita perhatian istri ketika ia memutuskan untuk berkari di luar rumah, oleh karena 

itu istri yang bekerja harus benar-benar mampu membagi waktu dalam hal bekerja 

dan keluarganya serta dalam beribadah.  

Keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh seorang hakim, apalagi hakim 

perempuan jika pimpinan melakukan mutasi, terpisah jauh dari suami dan anak-anak. 

Tentu dalam konteks itu urusan rumah tangga menjadi terbengkalai, termasuk 

mengurus suami dan anak-anak. Menghadapi keadaan demikian, oleh sebagian besar 

perempuan sebagai ibu rumah tangga  tidak sanggup untuk menjalani  kehidupan 

seperti dialami oleh hakim perempuan. 

Beberapa hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat merespon 

sesuai dengan pengalaman sebagai perempuan yang berprofesi sebagai hakim dan ibu 

rumah tangga pada saat dimutasi di tempat lain. Khoerunnisa menjelaskan dalam 

wawancara; 

“Mutasi bagi hakim adalah konsekuensi dari profesi tersebut, komitmen awal 

diangkat sebagai hakim, telah mengisi pernyataan untuk siap ditempatkan 
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dimanapun seluruh Indonesia. Sebelum menjadi hakim, mutasi harus siap 

dihadapi untuk penempatan tugas baru. Telah menjadi resiko dari awal ketika 

mengisi pernyataan bahwa siap dipindah tempatkan. Misalnya seorang hakim 

menempuh kuliah di tempat dimana dia bekerja terus dimutasi, maka dibutuhkan 

tahu  memperhitungkan waktu mutasi dalam waktu menyelesaikan kuliah. Ada 

beberapa hakim yang belum selesai kuliahnya, dimutasi di tempat baru lagi, 

maka saat mengalami masa yang sangat sulit. Jika anak-anak juga sekolah harus 

dipindahkan di tempat baru lagi. Kebanyakan anak hakim mulai sekolah kelas 

satu sampai kelas enam, bisa tamat dengan tiga atau empat Sekolah di tempati 

belajar. Saat ini anakku duduk di kelas satu SD di Kota Parepare, kemudian 

nantinya kelas dua pindah ke Jawa. Empat tahun kemudian pindah lagi dan 

jangka waktu mutasi itu tidak ada kepastiannya,  tidak ada ketentuannya dan 

yang ada sekarang minimal 4 tahun mesti siap di mutasi. Kalau misalnya saya di 

mutasi, maka saya ikut suami ke tempat mutasinya. Biasanya suami lebih awal 

dimutasi sampai ada pengumuman mutasi, selanjutnya  saya urus ke Badilag 

untuk ikut suami menyusul di tempat mutasinya.  Misalnya, dulu saya awalnya di 

tempatkan di Masamba, menyusul suami yang dimutasi ke Masamba. Suami saya 

keluar lebih awal untuk TPM terus di mutasi kemudian suami pindah ke Parepare 

selama tiga bulan, saya urus karena ada TPM Pengadilan Agama Parepare. 

Intinya adalah jika suami di mutasi, saya juga ikut beserta keluarga. Anak-anak 

yang sekolah itu sudah resiko selalu pindah ke sekolah lain.”
61

 

 

Sementara itu, Mun’amah menanggapi dalam wawancara tentang mutasi 

hakim perempuan di Pengadilan Agama, adalah; 

“Menjadi seorang hakim sekaligus ibu rumah tangga dalam menjalankan 

keduanya saya tidak sama sekali terbebani karena sudah menjadi tanggung jawab 

saya. Seorang hakim, sebelum ia diangkat menjadi hakim dia memang sudah 

memberi sumpah untuk hal mutasi bahwa ia harus siap di tempatkan dimana saja. 

Jadi, jika saya di mutasi oleh pimpinan itu tidak menjadi masalah karena awalnya 

memang sudah diketahui dan sudah menjadi resiko bagi keluarga.dan harus siap 

menjalani hal tersebut walaupun kita dan keluarga harus berbeda tempat tinggal. 

Karena disitulah dilihat bagaimana sifatnya suami kepada kita apakah ia 

mengerti dengan kondisi kita sebagai seorang hakim. Jika ia mengerti ia tidak 

ada masalah untuk hal tersebut.”
62

 

 Berdasarkan respon para hakim perempuan di Pengadilan Agama tentang 

kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga sebagaimana dalam UU 
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RI. No 1 tahun 1974, bahwa sebagai seorang hakim dan ibu rumah tangga 

tanggungjawabnya sebagai seorang isteri tidaklah mudah karena keduanya 

merupakan persoalan penting yang harus dilaksanakan. Melihat dari peran ganda 

yang dijalani oleh hakim perempuan dalam kehidupan sehari-harinya, dari hasil 

penelitian penyelesaian kedua peran tersebut haruslah cermat untuk membagi waktu. 

Kemudian, dalam mengurus rumah tangga tidak sepenuhnya dilaksanakan sebab 

dibantu oleh asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Maka dari itu tugasnya sebagai 

seorang isteri dilaksanakan ketika pulang kerja atau mempunyai waktu luang.  

 Memerankan keduanya sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama 

Parepare, ada yang telah memerankan keduanya  dengan baik dan juga hanya sekedar 

mengabdi untuk negara. Sebab berjalannya karir dan urusan rumah tangga, keluarga  

tidak terbengkala maka telah melaksanakan kedua perannya dengan baik dan harus 

dikerjakan dengan ikhlas karena sudah menjadi tanggung jawab dari perempuan karir.  

 Berdasarkan tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagai alternatif yang 

dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, sehingga ketika kondisi 

menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama 

(kooperatif). Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan isteri berperan sama 

sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau, isteri sebagai pencari 

nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara 

umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas 

reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai 

pencari nafkah secara mutlak. 

 Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan merelakan 

kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik 



61 
 

 

melakukan tugas kerumahtanggaan, bukanlah pilihan yang buruk dan salah. 

Konkritnya, tugas-tugas domestik isteri, seperti mencuci piring dan pakaian, 

menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya 

menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan 

perhitungan jam kerja. Upah yang diberikan ini masuk dalam kategori kekayaan 

pribadi perempuan yang tidak boleh diganggu gugat. 

 Menjadi seorang hakim diperlukan sifat dan tanggung jawab yang penuh 

terhadap keluarga dan karir. Keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh seorang hakim, 

apalagi hakim perempuan jika pimpinan melakukan mutasi, terpisah jauh dari suami 

dan anak-anak. Tetapi, hal tersebut sudah menjadi biasa bagi keluarga yang salah 

satunya berprofesi sebagai hakim karena ketika diangkat menjadi hakim pernyataan 

tentang mutasi sudah disepakati dan harus dijalani. Maka dari itu, tidak ada 

permasalahan apabila seorang hakim di mutasi oleh pimpinannya, hal itu sudah 

menjadi resiko yang harus dijalani. Hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare 

banyak yang mengalami hal tersebut, namun keadaan rumah tangga tetap berjalan 

dengan harmonis dan tentram.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pandangan hakim perempuan tentang hak dan kewajiban perempuan menurut 

UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa menimbulkan pro dan 

kontra. Pendapat yang pro menurutnya UU No. 1 Tahun 1974 telah 

menyadarkan perempuan karir karena pentingnya hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh seorang istri, meskipun bekerja sebagai seorang hakim dan 

tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap terkontrol dengan baik sebab seorang 

hakim perempuan di Pengadilan Agama Parepare dapat menyeimbangkan 

antara urusan kantor dengan urusan rumah tangga. Sedangkan, pendapat yang 

kontra menurutnya UU tentang perkawinan bahwa hak dan kewajiban suami 

istri dapat dinegosiasikan dan diselaraskan antara kedua tugas tersebut 

didasarkan dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, selama keadaan tidak 

darurat maka tugasnya sebagai seorang hakim lebih diutamakan. 

5.1.2 Peran ganda hakim perempuan  sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Pengadilan Agama ialah kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah 

tangga sebagaimana dalam UU RI. No 1 tahun 1974, bahwa sebagai seorang 

hakim dan ibu rumah tangga tanggungjawabnya sebagai seorang isteri tidaklah 

mudah karena keduanya merupakan persoalan penting yang harus 

dilaksanakan, dari hasil penelitian penyelesaian kedua peran tersebut haruslah 

cermat untuk membagi waktu. Dalam memerankan keduanya sebagai seorang 

hakim di Pengadilan Agama Parepare, ada yang telah memerankan keduanya  

dengan baik dan juga hanya sekedar mengabdi untuk negara. Sebab 
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berjalannya karir dan urusan rumah tangga, keluarga  tidak terbengkala maka 

telah melaksanakan kedua perannya dengan baik dan harus dikerjakan dengan 

ikhlas karena sudah menjadi tanggung jawab dari perempuan karir. Keluarga 

dan berkarir adalah dua hal yang sangat menyita perhatian istri ketika ia 

memutuskan untuk berkari di luar rumah, oleh karena itu istri yang bekerja 

harus benar-benar mampu membagi waktu dalam hal bekerja dan keluarganya 

serta dalam beribadah.  

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai Peran Ganda Hakim Perempuan di 

Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU RI No. 1 tahun 1974), maka 

penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Adapun saran bagi sebuah keluarga yang memiliki seorang isteri yang berkarir 

hendaknya menjalani hak dan kewajiban dengan semestinya yang sesuai dengan 

syari’at Islam tanpa melalaikan tugasnya sebagai perempuan, artinya 

profesionalisme seorang isteri yang berkarir sangat diperlukan dengan peran 

ganda yang sudah menjadi konsekuensinya karena keharmonisan, ketentraman, 

dan kebahagiaan hidup sangat dibutuhkan dalam keluarga. 

5.2.2 Adapun bagi seseorang yang ingin menikahi perempuan karir agar terlebih 

dahulu mengetahui tugasnya masing-masing agar rumah tangga yang dijalani 

dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman antara masing-

masing pasangan. 

5.2.3 Seorang istri muslimah harus mampu memperhatikan agamanya dibanding 

pekerjaannya terutama dalam mendirikan sholat lima waktu, tidak melalaikan 

ketetapan waktu karena di sibukkan dengan pekerjaannya, terutama tidak 
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berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta menjaga diri untuk 

suami dan agamanya. 

5.2.4 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan 

model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas. 
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Undang-undang Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 1974  

Tentang  

Perkawinan  

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

Menimbang :  

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum 

nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua 

warga negara.  

Mengingat:  

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.  

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

M E M U T U S K A N:  

Menetapkan:  
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UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 

BAB VI  

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI  

Pasal 30  

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

menjadi sendi dasar susunan masyarakat.  

 

 

 

Pasal 31  

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.  

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  

Pasal 32  

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.  

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan 

oleh suami-isteri bersama.  
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Pasal 33  

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.  

Pasal 34  

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib 

mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri 

melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 1975 

TENTANG 

PELAKSANAANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN 

  

UMUM: 

Untuk melaksanakanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

diundangkan padatanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-
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peraturanpelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan 

perkawinan,tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan 

gugatanperceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus 

perkawinan,pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri 

lebihdari seorang dan sebagainya. 

Peraturan Pemerintah inimemuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah 

tersebut, yang diharapkanakan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan 

dari Undang-undangtersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah 

pastilah saat mulainyapelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 

tersebut, ialah padatanggal 1 Oktober 1975. 

Karena untuk melaksanakanPeraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah 

persiapan dan serangkaianpetunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai 

Departemen/Instansi yangbersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, 

Departemen Kehakiman danDepartemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu 

dapat berjalan tertib danlancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak 

diundangkannyaPeraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah 

persiapan tersebut. 

  

PASAL DEMI PASAL 

  

Pasal 30 

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, 

dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali 

menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, 

surat keterangan lainnya yang diperlukan. 

  

 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Usaha untuk mendamaikan suami-isteriyang sedang dalam pemeriksaan perkara 

gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama 

sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat 

sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim.Dalam mendamaikan kedua 

belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain 

yang dianggap perlu. 

  

Pasal 32 
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Cukup jelas. 

  

Pasal 33 

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak 

berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan 

dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan 

dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan 

perceraian. 

  

Pasal 34 

Cukup jelas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Parepare (Telaah Pasal 34 UU 

No 1 Tahun 1974) 

1. Sejak kapan ibu menjadi sebagai seorang hakim? 

2. Apakah ibu sebagai seorang hakim sudah berkeluarga? 

3. Bagaiman ibu sebagai seorang hakim, melihat tanggapan kepala rumah tangga 

ibu? 

4. Bagaimana peran ibu sebagai seorang hakim dan juga sebagai ibu rumah 

tangga? Jelaskan bagaimana cara ibu mengatasinya? 

5. Bagaimana tanggapan ibu mengenai peran domestik? Apakah suami ibu, tidak 

pernah terlibat di dalamnya? 

6. Bagaimana ibu, menyelesaikan kedua peran tersebut secara bersamaan dalam 

kehidupan sehari-hari? Jelaskan.  

7. Apakah ibu sebagai seorang hakim, merasa terbebani dalam menjalankan 

keduanya? Jelaskan. 

8. Bagaimana jika ibu sebagai seorang hakim, dimutasi oleh pimpinan? 

Bagaimana tanggapan ibu dan cara ibu mengatasi keluargannya. 

9. Bagaimana ibu, melihat/memandang UU Nomor 1 Tahun 1974 yang 

didalamnya terdapat Pasal 34 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri? 

10. Bagaimana ibu menjadi seorang hakim dan ibu rumah tangga, diantara 

keduanya yang mana diutamakan? 

 

 

  



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 

 



84 
 

 

WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Khoerunnisa 
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Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Mun’amah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Satriani Hasyim 
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